
BUPATI PONOROGO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 84 TAHUN 2019 

TENTANG 

[ SALINAN] 

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PONOROGO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 14 TAHUN 2011 
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber
Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 ten tang Retribusi
Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016, maka
untuk ketertiban dan kelancaran perlu diatur lebih lanjut
petunjuk pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya &, Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.
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Yogyakarta (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor
126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

3. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5049);

4. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarn-bahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nornor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pernanfaatan Intensif Pemungut Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Ka bu paten Ponorogo (Lembaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten

11. Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Perubahan atas
Peraturan Daerah Ka bu paten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4);
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MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 14 
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM SEBAGAIMANA 
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PONOROGO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 
14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
dengan Kepala SKPD adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam

pemungutan Retribusi Jasa Umum.

6. Pejabat adalah Pegawai Pemerintah Daerah yang diberikan tugas tertentu di
Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian [zin tertentu yang khusus
disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang Pribadi atau Badan.

9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa / pelayanan yang disediakan
atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang­
undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi sampai
pengawasan penyetorannya.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah
Daerah.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang.
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14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat
yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ketempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
retribusi yang tertutang atau tidak seharusnya terutang.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda.

17. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah adalah pungutan atas pelayanan
kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSU daerah, dan tempat
pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki/ dikelola oleh
pemerintah daerah (tidak termasuk pelayanan pendaftaran).

18. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, adalah pungutan atas
pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta
penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga dan
perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman,
tempat ibadah, dan sosial.

19. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, adalah pungutan atas pelayanan
pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/
pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan
mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran, pengabuan mayat
yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.

20. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, adalah pungutan atas
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.

21. Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar
tradis:ional/ sederhana berupa pelataran, los yang dike Iola Pemerintah Daerah,
dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar
yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta

22. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah pungutan atas pelayanan
pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang diselenggarakan oleh daerah.

23. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, adalah pungutan atas
pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat
penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah
Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan
kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan
oleh masyakarat.

24. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus, adalah pungutan atas
pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh daerah, tidak
termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.

25. Retribusi Pengolah Limbah Cair, adalah pungutan yang dikenakan atas
pelayanan pengolahan limbah cari rumah tangga, perkantoran dan industri
yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

26. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, adalah pungutan atas pelayanan
pengujian alatalat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian
barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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27. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa

yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka upaya promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif atau pelayanan kesehatan Jainnya oleh Puskesmas dan
jaringannya serta Laboratorium Kesehatan Daerah.

28. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat Labkesda,
adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo yang
melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang
berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk
penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor
yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

29. Tempat Pembuangan sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah
tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan Kelurahan
sebelum diangkut ke TPA.

30. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah
tempat untuk Penampungan, mengelola dan memusnahkan sampah.

31. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang
berasal dari kegiatan orang pribadi atau orang badan yang terdiri dari bahan
organik dan anorganik tetapi tidak termasuk buangan biologis / kotoran
manusia dan bahan beracun dan berbahaya .

32. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat.

33. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk
beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

34. Tempat Parkir Adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan
telah di tetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.

35. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan tempat pelayanan parkir di tepi
jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten, baik yang bersifat
rutin maupun insidentil.

36. Parkir yang bersifat rutin/ tetap adalah tern pat parkir yang berada di jalan
umum tertentu secara tetap/rutin.

37. Parkir yang bersifat insidentil adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan
umum tertentu secara tidak tetap/ insidentil karena adanya suatu kegiatan
atau keramaian.

38. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada

pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah
dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

39. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
mekanik berupa mesin selain kendaraan berjalan di atas rel

40. Pengelolaan Pasar adalah segala sesuatu dan tindakan yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten dan atau pihak ketiga dalam rangka pemeliharaan dan
pengembangan fasilitas dan sarana Pasar Kabupaten.

41. Bukti Hak Pemakaian Tempat usaha yang selanjutnya disingkat BPTU
merupakan surat keterangan hak pemakaian tempat berjualan.

42. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat pemadam kebakaran yang ringan,
mudah dibawa/dipindahkart dan dilayani oleh satu orang dan alat tersebut
hanya digunakan untuk memadamkan api mulai terjadi kebakaran pada saat
api belum terlalu besar.
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43. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pemeriksaan dan atau
pengujian oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat-alat pemadam kebakaran
termasuk racun api yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat.

44. Kedaluarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk
melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan
terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang­
undangan.

45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perudangundangan retribusi.

46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam
pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik
Polri.

47. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

48. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang­
Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II 
JENIS RETRIBUSI, SKPD PENGELOLA 

DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM 

Pasal 2 

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;

c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

e. Retribusi Pelayanan Pasar;

f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

1. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan

J. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) SKPD yang melakukan pengelolaan, pemungutan dan penagihan jenis-jenis
Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang
memiliki kewenangan terhadap jenis-jenis Retribusi Jasa Umum tersebut.

(3) Kewenangan SKPD dalam melakukan pemungutan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Kepala SKPD pengelola pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diberikan kewenangan untuk menandatangani SKRD.

(5) Stanclar Operasi dan Prosedur Pemungutan Retribusi diatur oleh Kepala SKPD
masing-masing.



- 7 -

BAB III 
TATA CARA PEMBA YARAN, PENYETORAN 
DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRJBUSI 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pembayaran 

Pasal 3 

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai sesuai waktu yang ditentukan
dalam SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.

(2) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) dengan diterbitkannya STRD.

(3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda
bukti pembayaran oleh petugas yang melayani.

(4) Tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berbentuk kwintansi pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara
Penerimaan dan/atau Pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan.

Pasal 4 

(1) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib
Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi terutang
dalan jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(2) Wajib Retribusi mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan disertai
alasan dan data dan/ atau dokumen pendukung yang menguatkan alasan
dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a. Fotocopi KTP;

b. Fotokopi Akte Pendirian;

c. SKRD;

d. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar.

(3) Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati memberikan
Permohonan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dengan
sebagai berikut:

1zm terhadap 
pertimbangan 

a. Untuk permohonan mengangsur hanya dapat diberikan dengan ketentuan
se bagai beriku t

1. bagi Wajib Retribusi yang tidak pernah terlambat membayar Retribusi
yang menjadi kewajibannya;

2. jumlah Retribusi terutang lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah);

3. angsuran dapat diberikan maksimal 3 (tiga) kali pembayaran secara
berturut-turut dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan;

4. dikenakan denda sesuai ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku.

b. Untuk permohonan menunda pembayaran hanya dapat diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut

1. bagi Wajib Retribusi yang tidak pernah terlambat membayar Retribusi
yang menjadi kewajibannya;
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2. penundaan hanya diberikan maksimal 1 (satu) bulan dari tanggal SKRD
dan dikenakan denda sesuai ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku;

3. penundaan pembayaran tidak mengurangi jangka waktu pembayaran
Retribusi terutang berikutnya.

Bagian Kedua 
Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Retribusi 

Pasal 5 

(1) Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri
dari 4 (empat) rangkap, yakni:

a. lembar pertama untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;

b. lembar kedua untuk Bendahara Penerimaan SKPD yang bersangkutan;

c. lembar ketiga untuk Bukti Pertanggungjawaban penerimaan;

d. lembar keempat untuk Kas Daerah.

(2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan oleh Bendahara
Penerimaan SKPD yang bersangku tan.

(3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara
berurutan oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang bersangkutan.

Pasal6 

(1) Besarnya penetapan dan Penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis
Retribusi.

(2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibuat
daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.

(3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis Retribusi
sesuai Masa Retribusi.

Bagian Ketiga 
Tempat Pembayaran 

Pasal 7 

(1) Pembayaran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Kepala SKPD dengan menunjukkan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD
tambahan yang ditandangani oleh Petugas.

(2) Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Jebih Janjut oleh
Bupati setiap tahunnya.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas
Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BABIV 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI 

Pasal 8 

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
melalui Kepala SKPD untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi.
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(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) atas kelebihan
pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan
utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas
kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran

Retribusi selanjutnya.

Pasal 9 

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah
dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diterbitkan
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) paling lambat l (satu)
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikembalikan
kepada Wajib Retribusi paling lam bat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

Pasal 10 

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan
menerbitkan surat perintah pembayar kelebihan Retribusi.

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterbitkan bukti
pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB V 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSl YANG SUDAH KEDALUWARSA 

Pasal 1 1 

(1) Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga)
tahun, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.

(2) Waktu penagihan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung

sejak:

a. saat terutangnya Retribusi; atau

b. sejak tanggal diterimanya Surat Teguran, dalam ha! adanya penerbitan
Surat Teguran;

c. pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi, dalam ha! adanya pengakuan

utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak
langsung.

Pasal 12 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 dapat dihapuskan oleh Bupati.

(2) Paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya, Kepala SKPD menyusun daftar

nominatif piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

(3) Kepala SKPD mengajukan permohonan penghapusan Piutang Retribusi
disertai dengan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Bupati disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan.
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(4) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan daftar
nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan sebagai dasar
penghitungan potensi penerimaan Retribusi Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI 
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI 

Pasal 13 

(1) Bupati membentuk Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam melaksanakan Peraturan
Perundang-undangan Retri busi.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dikoordinasikan oleh SKPD
pemungut Retribusi yang bersangkutan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pemeriksaan
Retribusi dilengkapi dengan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku
Koordinator Pengelolaan Keuangan Dae rah.

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) diatur melalui
Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 14 

(1) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan
dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam
Serita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

BAB VII 
PENUTUP 

Pasal 15 

Bentuk, Format dan Isi dari SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 22 Agustus 2019 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. !PONG MUCHLISSONI



Diundangkan di Ponorogo 
pada tanggal 22 Agustus 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
K.ABUPATEN PONOROGO, 

TID. 

AGUS PRAMONO 
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BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 84. 

Salinan sesuai dengan asliny
laKEPALA BAGIAN HUKUM 

SEK ETARIAT DAERAH 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 84 TAHUN 2019 TANGGAL 22 AGUSTUS 2019 
BENTUK FORMAT DAN ISi DARI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI' DAERAH (SKRD) RETRIBUSI JASA UMUM 

------------

_;....:.:... _______ , __ -,-------------.,-------1

' PEIVERINTAH 
KABUPA'Tt::N PONOROGO 
DINAS PEKERJAAN UMUM 
CAN PENATAAN RUANG 

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI 
UAERAH 

(Sl<R•DAERAH) 

NAMA 

/\LAM.AT 

Ml:''>/\ 
TAHUN : 2018 

: PT. TOWER BERSAMA GROUP 

·: TBG Oll:n•, 6th moor, JI. ,,,incl. Sudirwau 

NOMOR POK01' W/\dlB PAJAl{ 

'rANOGAL JATUH TEMPO : 28 Nop'.!mucr :lO I !s 
1---....------..--------

No. Kodt Rekenlng Uralan Rttrlbual 
----------1r------------------

l. 4, l. 2, 0 I '1'1 Rc:Uil.Jusi l 1euiic11tlalhU1 Mcnara 'fdeku111pnilc1:1.!li 

1--,.._·--·---·-·-··-··-

A.la.mat 1:,m,m1 Wattm R1'.0'.2/ RW.Ol 
lk.1l! N�uu1p1.tl K1!uuuat�L lfalong 

Kctium�irn, : !il 111 

'l)'}ll'. : Grt>:cutidd 

,JfUUllliJ f{,•lt!f>.lJ>lUI l>oJcr,Jc J,h:lriJ,,;tHI 
,l lllll.!ul.1 Smi.lrni .�. iJt1111:a 

b. Kf.'.t\flilwn

No. Urut: 

32 

Jumlah (Rp,) 

,'S,,1t,<f .000 

.:l.3o<1.000 
1--------- -----·-------------------1---------l

Den:tan Hurur: 'f'igaj11ta 1i.lJt1 ,,1h,s c,u1111 p11/11/r empm rilm 111piall 

Perhatian: 
1. Harap Penyetoran c!ilakukan puclu l.kndahnra l't;uc;:runa.an atau Tran:1fcr mclalui Bank 

Ja.tim !Tomo1· 'Rckr.uinc: 0201000055. ,.1tw1 1ww,, H,1ke11ing J<a11 Umum DaerAh 
Pop.oroso. 

2. Apabila SI<RD iJ:1t tidak a.tau !cu.rang clihay1-1r li:wat wuklu pal.iu,g lama 30 hai·i !ll!ldab 
SKR-D ditcrima (tanggaljatuh t�mp11) 1Ukermka11 :umksi uwuinlstraili bc:ruptt bung,! 
aebeaer 2 % perbulan.

------------------·-- ---

Salinan sesuai dengan asliny/ KEPALA BAGIAN HUKUM SEK ETARIAT DAERAH 

J�US 

BUPATI PONOROGO, TTD. H. IPONG MUCHLISSONI
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